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ABSTRAK 

 
PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION,  

PAJAK TANGGUHAN, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN  
TERHADAP   PENGHINDARAN PAJAK 

 
 

Oleh 
 

M. Ardiles 
 
 
 

Target penerimaan pajak di Indonesia sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya 
adalah kerugian penerimaan negara akibat aktifitas penghindaran pajak yang 
dilakukan oleh para Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
metode yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah beban 
pajak melalui transfer pricing, thin capitalization, pajak tangguhan, dan 
pemanfaatan intensitas persediaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan melibatkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Teknik purposive sampling 
digunakan dalam pemilihan sampel dan diperoleh 210 perusahaan-tahun sebagai 
sampel. Pengujian dilakukan menggunakan metode analisis regresi data panel 
melalui Random Effect Model (REM). Pada penelitian ini penghindaran pajak 
diukur menggunakan current ETR, transfer pricing diukur menggunakan rasio atas 
kriteria perusahaan yang berpeluang menyalahgunakan penetapan harga transfer, 
thin capitalization diukur menggunakan perbandingan utang dan modal, serta 
intensitas persediaan diukur menggunakan rasio intensitas persediaan. Hasil uji 
statistik menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak, thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak, pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan 
intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Kata kunci: penghindaran pajak, transfer pricing, thin capitalization, pajak 
tangguhan, intensitas persediaan. 
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ABSTRACT 

 
THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, 

DEFERRED TAX, AND INVENTORY INTENSITY  
ON TAX AVOIDANCE 

 
 

By 
 

M. Ardiles 
 
 
 

Tax revenue targets in Indonesia are difficult to achieve. One of the contributing 
factors is the loss of state revenue due to tax avoidance activities carried out by 
taxpayers. This study aims to examine the influence of methods that can be utilized 
by taxpayers to reduce the amount of tax burden through transfer pricing, thin 
capitalization, deferred tax, and the use of inventory intensity. This research 
employs a quantitative approach involving all companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2022. The purposive sampling technique was 
used in sample selection, resulting in 210 firm-years as the sample. Testing was 
conducted using panel data regression analysis through the Random Effect Model 
(REM). In this study, tax avoidance is measured using the current ETR, transfer 
pricing is measured using a ratio of criteria for companies likely to misuse transfer 
pricing, thin capitalization is measured using the debt-to-equity ratio, and inventory 
intensity is measured using the inventory intensity ratio. Statistical test results show 
that transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, thin capitalization has 
a positive effect on tax avoidance, deferred tax has a positive effect on tax 
avoidance, and inventory intensity has a negative effect on tax avoidance. 

Keywords: tax avoidance, transfer pricing, thin capitalization, deferred tax, 
inventory intensity. 
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  BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara bagi Indonesia dapat dilihat dari 

proporsinya pada Pendapatan Negara dan Hibah. Berdasarkan data Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 sampai dengan 2022, pajak 

berkontribusi 77,0% hingga 78,9% bagi pendapatan negara. Sedangkan, sisanya 

disumbangkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kita sangat bergantung pada pajak sebagai 

sumber pendapatan negara. 

Gambar 1. 1 Proporsi Pendapatan Negara dan Hibah 

 

Sumber: Diolah dari LKPP Audited, 2018-2022  

78.1% 78.9% 78.0% 77.0% 77.2%
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Tren realisasi penerimaan pajak meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 

walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada kurun waktu 

tersebut, realisasi penerimaan pajak terendah pada tahun 2020 sejumlah Rp1.285,1 

triliun dan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp2.034,6 triliun. Target 

penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah tercapai. 

Namun, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan 

pajak hingga 107,15% dari target yang ditetapkan. Bahkan, persentase ini 

meningkat sampai 114,05% di tahun 2022. Selain karena penurunan jumlah 

restitusi pajak, insentif fiskal, dan penyesuaian tarif PPN, faktor keberhasilan ini 

didorong oleh kebijakan strategis perpajakan, yakni penerapan Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mencapai puncaknya pada Juni 2022 

(Kementerian Keuangan, 2023).  

Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) 

 

Sumber: Diolah dari LKPP Audited, 2018-2022 

Penghindaran pajak menimbulkan kerugian terhadap potensi penerimaan pajak di 

berbagai negara. Tax Justice Network mengeluarkan laporan mengenai estimasi 

nilai penghindaran pajak yang terjadi di seluruh dunia. Penghindaran pajak secara 

global diperkirakan mencapai $472 miliar untuk tahun 2023. Perusahaan 

multinasional menyumbang $301 miliar atau 64% dari kerugian ini, sementara $171 
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miliar atau 36% disebabkan oleh individu yang menyembunyikan aset dan aliran 

pendapatannya ke luar negeri.  

Di Indonesia, nilai penghindaran pajak diperkirakan mencapai $2.742 juta pada 

tahun 2023. Perusahaan multinasional merugikan negara sebesar $2.673 juta atau 

97% dari aktivitas penghindaran pajak. Sementara sisanya sebesar $69 juta atau 3% 

disebabkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Data ini menunjukkan bahwa praktik 

penghindaran pajak di Indonesia mayoritas dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. 

Gambar 1. 3 Estimasi Nilai Penghindaran Pajak 

 

Sumber: Diolah dari The State of Tax Justice (2023) 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor tersebut terkait dengan karakteristik eksekutif (Efendi et al., 2022; 

Muttaqin et al., 2020; Pratomo et al., 2022), struktur kepemilikan (Alkurdi & 

Mardini, 2020; Dakhli, 2022; Hasyim et al., 2022), tata kelola perusahaan 

(Supriyati et al., 2022; Ubaidillah, 2021; I. Wijaya & Ramadani, 2020), dan kualitas 

audit (Ardillah & Prasetyo, 2021; Gaaya et al., 2017; Rahmawati & Prasetyo, 2022). 

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menguji metode-metode yang 

diduga dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi jumlah pajak penghasilan 

yang ditanggung oleh perusahaan. Metode tersebut diantaranya adalah 

menggunakan transfer pricing (Fasita et al., 2022; Panjalusman et al., 2018; Utami 

& Irawan, 2022; S. Wijaya & Hidayat, 2022), thin capitalization (Fasita et al., 2022; 

Rini et al., 2022; Salwah & Herianti, 2019; Utami & Irawan, 2022), pajak 

tangguhan (Akbar et al., 2022; Chrisandy & Simbolon, 2022; Gula & Mulyani, 
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2020; Suciarti et al., 2020), dan intensitas persediaan (Dwiyanti & Jati, 2019; 

Niandari & Novelia, 2022; Sari & Indrawan, 2022; Yulianty et al., 2021).  

Transfer pricing seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam 

melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Utami & Irawan (2022), 

perusahaan multinasional kerap menyalahgunakan skema transfer pricing untuk 

menghindari pembayaran pajak dengan jumlah yang lebih tinggi dengan 

memanfaatkan disparitas tarif pajak antarnegara. Selaras dengan pernyataan itu, S. 

Wijaya & Hidayat (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan domestik 

juga memanfaatkan kebijakan harga transfer antara anggota grup usaha yang sama 

untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. 

Thin capitalization juga dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk 

memengaruhi besaran pembayaran pajak. Fasita et al. (2022) menyatakan bahwa 

komposisi utang berbunga dalam struktur permodalan merupakan insentif yang 

menguntungkan bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Hal ini 

disebabkan oleh regulasi perpajakan yang mengizinkan beban bunga sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan bisa 

memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, 

sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih optimal melalui strategi 

penghindaran pajak (Jumailah, 2020).  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pemanfaatan 

pajak tangguhan. Menurut Cahyani & Kiswara (2019) perhitungan pajak perusahan 

menggunakan self assessment system memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

menghitung pajak perusahaan mereka sendiri. Dalam melakukan penghitungan 

pajak tersebut, perusahaan dapat menggunakan estimasi penghitungan pajak yang 

menyebabkan perbedaan penghitungan pajak antara komersil dan fiskal yang 

menimbulkan timbulnya pajak tangguhan. Manajer dapat memanfaatkan hal ini 

untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak 

perusahaan.  

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat persediaan yang dimiliki 

perusahaan. Intensitas persediaan menunjukkan besarnya investasi pada stok 
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barang yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & Lautania, 2016). Semakin banyak 

persediaan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung seperti biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan (Sari & Indrawan, 2022; Stevenson, 2017). 

Dwiyanti & Jati (2019) selanjutnya menjelaskan bahwa beban pajak yang 

ditanggung perusahaan dapat berkurang karena tambahan beban persediaan yang 

berdampak pada penurunan laba perusahaan. Penurunan laba ini mengakibatkan 

pembayaran pajak menjadi lebih rendah dan mengindikasikan terjadinya praktik 

penghindaran pajak oleh perusahaan. 

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Transfer pricing 

ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Utami & 

Irawan, 2022; S. Wijaya & Hidayat, 2022). Utami & Irawan (2022) menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur periode 2016 hingga 2019. Transfer pricing diukur 

berdasarkan indikator dari penelitian Taylor & Richardson (2012) dan 

penghindaran pajak diukur menggunakan GAAPETR. Sementara itu, S. Wijaya & 

Hidayat (2022) melakukan pengamatan terhadap perusahaan sektor pertanian dari 

tahun 2016 hingga 2020. Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR dan 

transfer pricing diukur dengan variabel dummy atas transaksi penjualan perusahaan 

kepada pihak berelasi yang berkedudukan di negara berbeda. 

Fasita et al. (2022) justru menemukan hasil yang kontradiktif, di mana semakin 

tinggi aktivitas transfer pricing menyebabkan penurunan tingkat penghindaran 

pajak. Studi tersebut menggunakan perusahaan multinasional periode 2016-2019 

sebagai sampel, dengan mengukur penghindaran pajak melalui different ETR dan 

transfer pricing menggunakan kriteria dari Amidu et al. (2019). Hasil berbeda 

dikemukakan oleh Panjalusman et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa transfer 

pricing tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Panjalusman et 

al. (2018) menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2014-2017, 

dengan memproksikan penghindaran pajak melalui cash ETR dan transfer pricing 

diproksikan dengan perbandingan jumlah piutang antara pihak yang berelasi. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran 

pajak menunjukkan inkonsistensi. Jumailah (2020) dan Fasita et al. (2022) 

mengungkapkan semakin tinggi thin capitalization maka semakin tinggi tingkat 
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penghindaran pajak. Jumailah (2020) meneliti perusahaan sektor barang konsumen 

periode 2014-2018, dengan mengukur thin capitalization menggunakan DER dan 

penghindaran pajak menggunakan cash ETR. Sementara Fasita et al. (2022) 

mengadopsi MAD rasio dari Taylor & Richardson (2012) untuk mengukur thin 

capitalization. Sebaliknya, Salwah & Herianti (2019) menemukan semakin tinggi 

thin capitalization maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan 

industri barang konsumsi 2015-2017, dengan mengukur penghindaran pajak 

melalui book tax gap dan thin capitalization dengan MAD rasio. Berbeda lagi 

dengan Rini et al. (2022) yang menyimpulkan thin capitalization tidak berpengaruh 

pada penghindaran pajak perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 

2017-2020. 

Penelitian Cahyani & Kiswara (2019) menunjukkan bahwa pajak tangguhan 

memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Mereka meneliti 

perusahaan yang terdaftar di IDX selama periode 2015 hingga 2017, menggunakan 

rasio pajak tangguhan dan perbedaan pajak buku (BTD) sebagai ukuran 

penghindaran pajak. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Chrisandy & 

Simbolon (2022) yang meneliti perusahaan subsektor kimia di IDX selama periode 

2018 hingga 2020, menggunakan rasio pajak tangguhan dan ETR untuk mengukur 

penghindaran pajak. 

Sebaliknya, penelitian Gula & Mulyani (2020) menemukan bahwa pajak tangguhan 

memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Mereka meneliti 

perusahaan sektor barang konsumen periode 2014-2018, menggunakan cash ETR 

sebagai proksi penghindaran pajak dan rasio pajak tangguhan sebagai proksi pajak 

tangguhan. Sementara itu, penelitian Suciarti et al. (2020) menemukan bahwa pajak 

tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 

mengukur pajak tangguhan dengan rasio pajak tangguhan dan penghindaran pajak 

dengan ETR, menggunakan sampel perusahaan sektor otomotif periode 2012-2018. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh intensitas persediaan terhadap 

penghindaran pajak menemukan hasil yang positif (Dwiyanti & Jati, 2019; Sari & 

Indrawan, 2022). Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

periode 2015 hingga 2017. Penelitian Sari & Indrawan (2022) menggunakan 
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sampel perusahaan sektor industri barang konsumen periode 2016-2020. Sementara 

itu, Niandari & Novelia (2022) menemukan bahwa intensitas persediaan 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan atas 

perusahan sektor manufaktur periode 2016 hingga 2020. Hasil berbeda dari 

penelitian Yulianty et al. (2021) mengungkapkan bahwa intensitas persediaan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengujian dilakukan atas perusahaan 

sektor pertambangan periode 2016-2019. Sebagai proksi penghindaran pajak  

Dwiyanti & Jati (2019), Niandari & Novelia (2022), dan Yulianty et al. (2021) 

menggunakan ETR, sedangkan Sari & Indrawan (2022) menggunakn cash ETR. 

Sementara, seluruh penelitian tersebut menggunakan rasio total persediaan terhadap 

total aset perusahaan sebagai proksi intensitas persediaan. 

Penelitian ini memiliki keterbaruan dalam penggunaan variabel intensitas 

persediaan, yang jarang digunakan dalam literatur sebagai faktor yang 

mempengaruhi penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan yang memiliki 

banyak persediaan dapat menurunkan kewajiban pajaknya dengan mengklaim 

biaya penyimpanan persediaan. Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan 

informasi empiris dan menguji hubungan antara struktur persediaan suatu 

perusahaan dengan teknik penghindaran pajak dengan memasukkan variabel 

intensitas persediaan ke dalam model analisis.  

Dalam penelitian ini, current ETR digunakan sebagai pengukuran penghindaran 

pajak sebagaimana pada penelitian Hanlon & Heitzman (2010). Skor transfer 

pricing digunakan sebagai proksi transfer pricing yang merujuk pada penelitian 

Amidu et al. (2019). DER digunakan untuk mengukur thin capitalization 

sebagaimana yang digunakan pada penelitian Jumailah (2020). Rasio beban pajak 

tangguhan digunakan sebagai pengukuran variabel pajak tangguhan yang mengacu 

pada penelitian Phillips et al. (2001), dan rasio intensitas persediaan digunakan 

sebagai proksi intensitas persediaan sebagaimana pada penelitian Yulianty et al. 

(2021). 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

2. Apakah thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

3. Apakah pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak.  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh transfer pricing 

terhadap penghindaran pajak.  

2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh thin capitalization 

terhadap penghindaran pajak.  

3. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh pajak tangguhan 

terhadap penghindaran pajak.  

4. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh intensitas 

persediaan terhadap penghindaran pajak.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap teori agensi terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghindaran pajak melalui bukti empiris dari pengujian data 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat praktik 

Hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi Otoritas Pajak sebagai pemicu 

dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak melalui uji 
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kepatuhan materil terkait potensi pelanggaran peraturan dan perundang-

undangan perpajakan. 

3. Manfaat kebijakan 

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Pajak dalam menyusun 

strategi penerimaan pajak dalam hal mengantisipasi terjadinya penghindaran 

pajak khususnya pada Wajib Pajak Badan sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan dan tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1.  Landasan Teori  

2.1.1. Teori Agensi 

Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) mengulas 

mengenai dinamika hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Hubungan   

dinyatakan dalam kontrak dalam lingkungan perusahaan, di mana manajer, yang 

bertindak sebagai agen, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dan 

mewakili pemegang saham, yang bertindak sebagai prinsipal. Kedua pihak ini, pada 

dasarnya, memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan individu 

masing-masing. Namun, karena adanya perbedaan tujuan, terdapat potensi bagi 

agen untuk bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Perbedaan tujuan 

inilah yang menjadi dasar munculnya masalah agensi. 

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Eisenhardt (1989), yang menyatakan 

bahwa berdasarkan asumsi tentang sifat manusia, manajer akan bertindak oportunis 

untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Aktivitas manajer yang secara 

langsung berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan lebih banyak daripada 

pemegang saham yang hanya mempercayakan modalnya. Situasi ini menyebabkan 

manajer menguasai lebih banyak informasi daripada pemegang saham dan 

menimbukan asimetri informasi (Tricker, 2009). Ketidakseimbangan informasi ini 

menjadi penyebab terjadinya moral hazard karena tindakan agent tidak dapat 

diamati dan kontrak yang dibuat tidak dapat membatasi masalah ini (Holmstrom, 

1979).  

Moral hazard melibatkan hubungan antara manajer dan pemegang saham dalam 

sebuah perusahaan, dimana manajer memiliki tanggung jawab berkenaan dengan  
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pengelolaan aktifitas operasional dan membuat keputusan yang dapat memengaruhi 

kinerja perusahaan. Namun, jika manajer tahu bahwa mereka akan menerima 

kompensasi tetap atau bonus yang besar tanpa peduli dengan kinerja perusahaan, 

mereka mungkin cenderung mengambil risiko yang lebih besar atau membuat 

keputusan yang lebih berisiko. Hal ini dapat bertentangan dengan kepentingan 

jangka panjang pemegang saham. 

Dengan demikian, pemegang saham selaku pemilik perusahaan perlu menemukan 

strategi untuk mengurangi konflik kepentingan ini serta memastikan bahwa manajer 

bekerja sejalan dengan kepentingan pemilik. Cara untuk menanggulangi masalah 

asimetri informasi dan moral hazard dalam kerangka teori agensi melibatkan 

penerapan sistem insentif yang sesuai dan pengawasan yang efektif untuk 

mendorong transparansi dalam pelaporan informasi. 

 

2.1.2. Penghindaran pajak 

Terdapat berbagai istilah yang merujuk pada upaya untuk mengurangi kewajiban 

pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Istilah-istilah tersebut pada 

umumnya dibedakan dari legalitas atau pelanggaran hukum atas tindakan yang 

dilakukan. Secara garis besar, istilah ini merujuk pada tax avoidance dan tax 

evasion yang berada pada batas legalitas hukum. Selain itu, juga terdapat istilah tax 

avoision dan tax planning. 

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah semua usaha untuk mengurangi, 

menghilangkan dan menunda kewajiban perpajakan tanpa melakukan pelanggaran 

hukum (Freedman, 2004). Makna yang serupa juga diungkapkan oleh James (2012) 

yang menyatakan bahwa tax avoidance adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi kewajiban pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tax avoidance 

juga diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengurangi kewajiban 

perpajakan yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku (Hashimzade & 

Epifantseva, 2018). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak 

merupakan suatu upaya untuk menurunkan kewajiban pajak dengan cara yang 

sesuai dengan ketentuan hukum. 
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Istilah tax evasion diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian yang tidak sah 

yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak (James, 

2012). Menurut Park et al. (2016), tax evasion merupakan pelanggaran peraturan 

perpajakan yang dilakukan untuk menyembunyikan fakta bahwa kewajiban 

perpajakan telah terpenuhi melalui tindakan penipuan atau perilaku yang tidak jujur. 

Tax evasion juga bermakna pengurangan pembayaran pajak dengan tidak 

mengungkapkan penghasilan yang sebenarnya atau melalui tindakan ilegal (OED, 

2023). 

Istilah tax avoision merujuk pada batasan perilaku antara tax avoidance dan tax 

evasion. Tax avoision merupakan titik penting untuk menentukan pelanggaran 

hukum atas penghindaran pajak (Hashimzade & Epifantseva, 2018). Sementara, tax 

planning berada sepanjang garis imajiner antara tax avoidance dan tax evasion. Tax 

planning menunjukkan seberapa agresif aktifitas penghindaran pajak yang 

dilakukan, sehingga setiap orang dapat memiliki opini yang berbeda mengenai 

tingkat agresifitas tindakan tersebut (Hanlon & Slemrod, 2009).  

Hanlon & Slemrod (2009) menjelaskan ada banyak proksi yang dapat digunakan 

untuk mengukur penghindaran pajak. Peneliti harus dapat menentukan proksi yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kelompok pertama yang umum digunakan 

dalam mengukur penghindaran pajak adalah tarif pajak efektif. Proksi ini diukur 

dengan cara membagi suatu pembilang dengan laba sebelum pajak. Pembilang yang 

digunakan untuk menghitung GAAP ETR adalah total beban pajak, pada current 

ETR pembilang yang digunakan adalah pajak kini perusahaan, sedangkan pada cash 

ETR pembilang yang digunakan adalah pajak yang dibayarkan secara tunai.  

Dyreng et al. (2008) selanjutnya mengembangkan proksi ETR jangka panjang. 

Proksi ini mengukur jumlah pembayaran kas untuk pajak penghasilan selama 

sepuluh tahun, yang dibagi oleh jumlah pendapatan sebelum pajak selama periode 

yang sama. Manfaat utama dari pengukuran ini adalah sifat perhitungannya dalam 

jangka panjang diharapkan dapat menghindari volatilitas tarif pajak efektif. 

Proksi selanjutnya adalah ETR Differential yang merupakan selisih antara tarif 

pajak yang berlaku dengan ETR. Desai & Dharmapala (2006) mengembangkan 

Abnormal BTD sebagai proksi tax avoidance dengan menghitung perbedaan 
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abnormal antara pajak yang dilaporkan secara komersil dan fiskal melalui regresi. 

Selain itu, proksi aktivitas perlindungan pajak berupa indikator untuk menentukan 

apakah perusahaan terlibat dalam upaya penghindaran pajak. Indikator tersebut 

dapat diidentifikasi melalui pengungkapan perusahaan, media massa, atau data 

Otoritas Pajak. 

Pada penelitian ini proksi penghindaran pajak yang digunakan adalah current ETR. 

Proksi ini dipilih karena current ETR mampu mencerminkan adanya upaya 

perusahaan untuk melakukan strategi penundaan untuk mengurangi kewajiban 

pajak mereka (Hanlon & Heitzman, 2010). Hal ini karena pada perhitungan current 

ETR tidak dipengaruhi oleh besarnya beban pajak tangguhan sebagaimana yang 

digunakan pada perhitungan GAAP ETR. Selain itu, current ETR tidak dipengaruhi 

oleh pembayaran pajak tahun bersangkutan yang dapat menimbulkan bias karena 

dipengaruhi oleh besarnya penghasilan kena pajak tahun sebelumnya. Current ETR 

juga lebih mudah dihitung dan tersedia dalam laporan keuangan perusahaan, 

sehingga lebih praktis daripada proksi lain yang membutuhkan data tambahan yang 

sulit diperoleh. 

 

2.1.3. Transfer Pricing 

Hilton & Platt (2017) mendefinisikan transfer pricing sebagai nilai yang 

dibebankan ketika satu divisi menjual barang atau jasa kepada divisi lain. 

Sementara, Liu et al. (2020) menyatakan bahwa transfer pricing merupakan 

penetapan harga untuk transaksi internal (intra-perusahaan) barang, jasa, aset tak 

berwujud, dan arus modal dalam perusahaan multinasional. Hal ini sejalan dengan 

pengertian transfer pricing dalam konteks perpajakan oleh Feinschreiber (2004) 

yang menyebutkan bahwa transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antar 

perusahaan yang saling berafiliasi. Transaksi tersebut dapat meliputi penjualan, 

lisensi, penyewaan, jasa, dan bunga.  

Pada dasarnya transfer pricing bersifat netral. Namun, dalam prakteknya seringkali 

disalahgunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Utami & Irawan (2022) 

menyatakan bahwa transfer pricing sering digunakan untuk mengelak dari 
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pengawasan pemerintah dengan memanfaatkan perbedaan dalam peraturan 

perpajakan antar negara. Bhat (2009) memberikan ilustrasi bagaimana skenario 

yang dilakukan oleh perusahaan yang berafiliasi dalam memanfaatkan transfer 

pricing sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Transaksi Perusahaan terkait dengan Transfer Pricing 

Aspek Tindakan oleh Perusahaan 

Induk di yurisdiksi pajak 

rendah 

Tindakan oleh Perusahaan  

anak perusahaan yurisdiksi 

pajak tinggi  

Pinjaman Memberikan pinjaman 

utang 

Membayar bunga untuk 

memanfaatkan deduktibilitas 

bunga  

Hak Kekayaan 

Intelektual  

Menjadi pemegang Hak 

Kekayaan Intelektual 

Membayar royalti untuk 

mengurangi laba perusahaan 

Pengetahuan 

Teknis 

Menyediakan keahlian 

teknis 

Membayar biaya teknis 

Layanan 

Manajemen 

Menyediakan layanan 

manajemen 

Membayar biaya manajemen 

Nama Merek Menjadi pemilik atau 

pemegang nama merek 

Membayar biaya lisensi 

Pembayaran 

Dividen 

 Menahan dividen ke dalam 

laba ditahan 

Kas Menyimpan saldo kas 

tinggi 

Menyimpan saldo kas rendah 

Sumber: Diolah dari Bhat (2009) 

Motivasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing dapat bermacam-macam 

tergantung pada tujuan dan kondisi perusahaan, bukan hanya untuk melakukan 

penghindaran pajak. Bhat (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga motif 

perusahaan dalam menetapkan harga transfer, yakni berkaitan dengan tujuan 

manajerial, penetapan harga pasar, dan kebijakan pemerintah yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Motif manajerial dalam transfer pricing merujuk pada keputusan manajer 

untuk menetapkan harga transfer guna memaksimalkan laba perusahaan. Hal 

ini dilakukan karena penilaian kinerja dan insentif manajerial seperti bonus 

atau promosi jabatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam 

menghasilkan laba yang optimal bagi perusahaan melalui penetapan harga 

transfer yang tepat. 
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b. Motif pasar dalam transfer pricing berkaitan dengan penetapan harga internal 

antar entitas terkait sesuai dengan harga pasar yang wajar dan kompetitif untuk 

memberikan persepsi positif atas kinerja perusahaan dan menjaga 

keberlanjutan hubungan bisnis dengan pihak ketiga. 

c. Motif kebijakan pemerintah dalam transfer pricing dilakukan agar perusahaan 

dapat menyesuaikan harga transfer untuk mengatasi dampak ketidakpastian 

ekonomi akibat kebijakan pemerintah, seperti menetapkan harga transfer yang 

menguntungkan di negara dengan nilai tukar yang lebih baik untuk 

meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar. 

Menurut Eden (2009) alasan perusahaan melakukan transfer pricing bersumber dari 

dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Banyak afiliasi asing 

dijalankan sebagai pusat laba, dimana insentif tim manajemen puncak di afiliasi 

tersebut bergantung pada laba perusahaan afiliasi. Oleh karena itu, penetapan harga 

transfer dapat didorong secara internal sebagai cara untuk memotivasi manajer dan 

memantau kinerja anak perusahaan. Secara eksternal, perusahaan harus membayar 

pajak penghasilan perusahaan atas pendapatan domestik dan luar negerinya, 

sehingga perlu menetapkan harga transfer untuk arus perdagangan lintas batas.  

Penelitian terdahulu menggunakan berbagai proksi untuk mengukur transfer 

pricing. Panjalusman et al. (2018) menggunakan rasio piutang yang dimiliki oleh 

pihak berelasi dengan keseluruhan piutang yang dimiliki perusahaan. Penelitian S. 

Wijaya & Hidayat (2022) menggunakan variabel dummy atas keberadaan penjualan 

kepada pihak-pihak afiliasi yang berkedudukan di negara yang menetapkan tarif 

pajak lebih rendah daripada Indonesia. Meski demikian, kedua pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian tersebut kurang mampu menggambarkan definisi 

transfer pricing secara menyeluruh dan komprehensif. 

Penelitian ini menggunakan kriteria transfer pricing yang merujuk pada penelitian 

Amidu et al. (2019) sebagai proksi variabel transfer pricing. Tujuan pemilihan 

proksi ini adalah untuk mengkategorikan apakah suatu perusahaan berpotensi 

terlibat dalam praktik penyalahgunaan transfer pricing. Amidu et al. (2019) 

memberikan skor 1 kepada perusahaan yang memenuhi setiap kriteria yang 
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ditentukan. Kriteria tersebut meliputi kondisi perusahaan jika  memiliki subsidiary 

yang berlokasi pada negara tax haven, terjadinya transaksi dengan subsidiary yang 

berada di negara dengan kategori tax haven, memiliki perusahaan parent atau 

subsidiary yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang berbeda, 

bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berlokasi di negara dengan perbedaan tarif 

pajak, selanjutnya terdapat transaksi berupa royalti terkait intangible assets. 

Tax haven adalah yurisdiksi yang menawarkan kombinasi dari regulasi yang 

longgar, pajak rendah atau nol atas pendapatan dan modal bagi bukan penduduk, 

fasilitas kerahasiaan untuk kepemilikan rekening perbankan atau perusahaan, dan 

tidak adanya pertukaran informasi dengan otoritas negara lain (Christensen, 2011). 

Tidak ada ukuran absolut kapan suatu negara dianggap sebagai tax haven atau tidak. 

Pada dasarnya, setiap negara bisa menjadi tax haven jika kondisinya tepat bagi 

seseorang atau perusahaan. Tax haven tidak selalu berarti negara dengan tarif pajak 

rendah, tetapi juga bisa merujuk pada negara yang memfasilitasi penyembunyian 

aset dan pendapatan dari pemajakan dengan kerahasiaan atau aturan yang longgar 

(worlddata, 2023). Oleh karena itu, kriteria tax haven pada penelitian ini merujuk 

pada worlddata.info yang terdiri dari 75 negara yang memenuhi kriteria dari 

berbagai organisasi internasional seperti Oxfam, FATF, EU, IMF, dan CBI. 

 

2.1.4. Thin Capitalization 

OECD (2015) menjelaskan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

modal mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan. Secara umum terdapat dua cara perusahaan memenuhi kebutuhan 

modalnya, yaitu melalui penerbitan saham dan melalui utang. Perbedaan keduanya 

adalah pemilik saham berhak atas sebagian keuntungan perusahaan yang diperoleh 

melalui dividen, sementara pemberi utang berhak atas bunga. Dari segi perpajakan, 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan dari laba 

kena pajak perusahaan. Sementara, bunga atas utang dapat digunakan sebagai biaya 

yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak perusahaan (Taylor & 

Richardson, 2012).  
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Keadaan di mana perusahaan didanai dengan tingkat utang yang lebih tinggi 

daripada modal ini disebut dengan thin capitalization (OECD, 2015). Thin 

capitalization merupakan strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai 

operasi bisnisnya dengan mengutamakan penggunaan utang dibandingkan dengan 

modal (Blouin et al., 2013). Tingkat penghasilan kena pajak perusahaan 

dipengaruhi oleh strategi perusahaan dalam mendapatkan pendanaan karena aturan 

perpajakan memungkinkan beban bunga dapat diakui sebagai pengurang 

penghasilan.  

Dalam penghitungan PPh Badan di Indonesia, batas tertinggi perbandingan utang 

dan modal yang diperbolehkan adalah 4 banding 1 (PMK 169 Tahun 2015). 

Artinya, jika perbandingan utang dan modal melebihi batas tersebut maka beban 

bunga yang dapat dibiayakan adalah sebesar biaya pinjaman dengan batas 

maksimal perbandingan utang dan modal yang diperbolehkan. Namun, aturan ini 

tidak mengikat Wajib Pajak bank, lembaga pembiayaan, asuransi, pertambangan, 

infrastruktur, dan Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh Final.  

Beberapa penelitian mengenai thin capitalization di Indonesia menggunakan proksi 

MAD rasio yang diadopsi dari penelitian Taylor & Richardson (2012) atas 

perusahaan-perusahaan di Australia. Taylor & Richardson (2012) menghitung 

MAD rasio berdasarkan jumlah rata-rata hutang berbunga dibagi dengan safe 

harbor debt amount (SHDA). SHDA yakni rata-rata total aset dikurangi dengan 

jumlah rata-rata hutang tanpa bunga. Hasilnya kemudian dikalikan dengan 75%.  

Penggunaan MAD rasio untuk penelitian thin capitalization di Indonesia sulit 

dilakukan karena perusahaan go public hanya menerbitkan laporan keuangan 

triwulanan dan tahunan. Sehingga, tidak dapat dilakukan penghitungan rata-rata 

bulanan hutang berbunga,  rata-rata hutang tidak berbunga, dan rata-rata nilai aset. 

Selain itu, perhitungan MAD rasio didasarkan pada aturan undang-undang pajak 

penghasilan Australia tahun 1997 yang belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. 

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan PMK 169 Tahun 2015 perbandingan utang 

dan modal maksimal yang diperbolehkan adalah sebesar 4 banding 1. Dengan 

pertimbangan ketersediaan data pada laporan keuangan, maka pengukuran yang 

digunakan sebagai proksi thin capitalization pada penelitian ini adalah debt to 
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equity ratio (DER) atau perbandingan antara utang dan modal. Proksi ini juga 

digunakan pada penelitian Jumailah (2020). 

 

2.1.5. Pajak Tangguhan 

Pajak tangguhan merupakan konsep penting dalam akuntansi yang berkaitan 

dengan pengakuan aset dan liabilitas pajak penghasilan di masa depan. Konsep ini 

timbul akibat adanya perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan 

perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban. Menurut Kieso et al. (2013) 

pajak tangguhan adalah kenaikan atau penurunan jumlah pajak terutang pada 

periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan temporer.  

Beda temporer merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi 

komersial dengan ketentuan fiskal yang mengakibatkan perbedaan periode 

pengakuan penghasilan dan alokasi pembebanan biaya (Kieso et al., 2013). Beda 

temporer dapat terjadi karena perbedaan penggunaan metode penyusutan aset tetap 

dan amortisasi aset tak berwujud antara akuntansi komersial dan perpajakan, 

metode penilaian persediaan barang, penyisihan piutang tak tertagih, serta 

pengakuan keuntungan/kerugian selisih kurs.  

Menurut Hery (2014), aset pajak tangguhan timbul ketika terdapat perbedaan 

temporer yang akan menyebabkan penurunan pembayaran pajak pada periode 

mendatang. Contohnya seperti kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan di masa 

depan atau biaya yang diakui lebih awal secara akuntansi namun belum diakui 

secara fiskal. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan timbul ketika terdapat 

perbedaan temporer yang akan menyebabkan peningkatan pembayaran pajak di 

masa depan. Contohnya seperti penyusutan aset tetap yang lebih cepat secara fiskal 

dibandingkan akuntansi. 

Hery (2014) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi 

pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu 

kewajiban. Berdasarkan PSAK 46, pajak tangguhan dicatat sebagai aset atau 

liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan porsi perubahan pajak tangguhannya 
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dicatat dalam laporan laba rugi. Menurut penjelasan Pasal 14 UU PPh Nomor 36 

Tahun 2008, informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak 

adalah sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai 

dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. 

Penelitian ini menggunakan proksi rasio beban pajak tangguhan untuk mengukur 

pajak tangguhan. Proksi ini digunakan pada penelitian Phillips et al. (2001). Proksi 

yang sama juga digunakan pada penelitian Cahyani & Kiswara (2019), Suciarti et 

al. (2020), dan Gula & Mulyani (2020). Rasio beban pajak tangguhan dihitung 

dengan membandingkan jumlah pajak tangguhan pada akhir tahun dengan total aset 

pada awal tahun. Total aset pada awal tahun yang digunakan diasumsikan sama 

dengan jumlah aset perusahaan pada akhir tahun sebelumnya. 

 

2.1.6. Intensitas Persediaan 

Intensitas persediaan adalah banyaknya kepemilikan perusahaan atas persediaan 

atau besarnya investasi pada persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & 

Lautania, 2016). Rusdiana (2014) menjelaskan bahwa persediaan merupakan semua 

barang atau sumber daya yang disimpan (stok) untuk keperluan dalam proses bisnis 

perusahaan atau organisasi. Selain itu, persediaan merupakan aset yang harus 

tersedia di perusahaan saat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran operasional 

perusahaan (Rusdiana, 2014). 

Stevenson (2017) menjelaskan biaya-biaya yang timbul terkait dengan persediaan 

meliputi biaya pembelian, biaya penyimpanan atau biaya pengangkutan, biaya 

pemesanan, dan biaya ketidaktersediaan stok. Keempat jenis biaya tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Biaya pembelian merupakan jumlah yang dibayarkan kepada penjual untuk 

pembelian barang.  

b. Biaya penyimpanan mengacu pada biaya yang timbul dari menyimpan barang 

fisik dalam suatu tempat penyimpanan atau gudang. Biaya ini mencakup biaya 

modal, biaya kadaluarsa, biaya kehilangan, biaya asuransi, biaya administrasi, 
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dan biaya pergudangan (biaya sewa gudang, upah dan gaji pekerja gudang, 

biaya peralatan dan biaya keamanan gudang).  

c. Biaya pemesanan berupa biaya yang timbul dari pengadaan maupun 

penerimaan barang. Kategori biaya pemesanan mencakup biaya administrasi, 

biaya pemeriksaan jumlah dan kualitas barang pesanan, dan biaya pengiriman 

barang ke gudang.  

d. Biaya ketidaktersediaan stok terjadi ketika permintaan akan persediaan tidak 

dapat terpenuhi. Biaya ini berupa opportunity cost dari gagalnya penjualan, 

kehilangan pelanggan, biaya keterlambatan, dan biaya pemesanan ulang. 

Untuk menghindari timbulnya biaya dari persediaan maka diperlukan strategi yang 

tepat mengenai pengadaan persediaan. Menurut Rusdiana (2014), dalam 

menentukan jumlah pesanan yang ekonomis perusahaan harus berusaha untuk 

meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hal ini melibatkan 

penyeimbangan dua sifat biaya yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan 

untuk meminimalkan jumlah pesanan sehingga biaya penyimpanan menjadi 

rendah, namun pada saat yang sama, biaya pemesanan menjadi sangat tinggi dalam 

satu tahun. Ini berarti perusahaan perlu mengoptimalkan strategi pemesanan dan 

penyimpanan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi 

keseluruhan. 

Manajemen memiliki dua fungsi utama terkait persediaan. Fungsi pertama adalah 

membangun sistem untuk melacak barang-barang dalam persediaan, dan fungsi 

kedua adalah membuat keputusan tentang berapa banyak dan kapan harus memesan 

(Stevenson, 2017). Dijelaskan lebih lanjut, agar efektif manajemen harus memiliki 

sistem untuk melacak persediaan yang ada dan yang dipesan. Manajemen juga 

harus dapat memperkirakan jumlah kebutuhan yang tepat beserta dengan waktu 

tunggu dan estimasi yang wajar tentang biaya penyimpanan persediaan, biaya 

pemesanan, dan biaya kekurangan persediaan. Selain itu manajemen juga 

memerlukan sistem klasifikasi mengenai barang-barang persediaan. 

Penelitian ini menggunakan proksi rasio intensitas persediaan untuk mengukur 

intensitas persediaan sebagaimana yang digunakan pada penelitian Dwiyanti & Jati 

(2019), Yulianty et al. (2021), Sari & Indrawan (2022), Niandari & Novelia (2022).  
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Seluruh penelitian tersebut menggunakan proksi rasio intensitas persediaan dalam 

penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Perhitungan intensitas 

persediaan dilakukan dengan cara membagi jumlah persediaan dengan keseluruhan 

aset perusahaan selama satu tahun. Pengukuran ini juga digunakan oleh Gupta & 

Newberry (1997) dalam penelitiannya mengenai aktifitas tax avoidance di Amerika 

Serikat. 

 

2.2.  Penelitian Terdahulu  

Untuk menguji masalah penelitian yang disebutkan, penelitian ini mengandalkan 

landasan teoritis. Kutipan dari penelitian sebelumnya yang relevan dapat membantu 

memperkuat latar belakang teoritis. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya 

yang menjadi sumber penyelidikan ini: 

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu 

“No” “Peneliti“ “Hasil Penelitian“ 

1 Utami & Irawan 

(2022) 

Perusahaan multinasional kerap menyalahgunakan 

skema transfer pricing memanfaatkan disparitas tarif 

pajak antarnegara untuk menghindari pajak. 

2 Wijaya & 

Hidayat (2022) 

Perusahaan-perusahaan domestik memanfaatkan 

kebijakan harga transfer antara anggota grup usaha 

yang sama untuk meminimalisir jumlah pajak yang 

harus dibayarkan. 

3 Fasita et al. 

(2022) 

Komposisi utang berbunga dalam struktur 

permodalan merupakan insentif yang menguntungkan 

bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban 

perpajakan. 

4 Jumailah (2020) Perusahaan bisa memanfaatkan thin capitalization ini 

untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, sehingga 

pendapatan perusahaan menjadi lebih optimal melalui 

strategi penghindaran pajak. 

5 Cahyani & 

Kiswara (2019) 

Intepretasi antara peraturan perpajakan dan standar 

akuntansi dapat menimbulkan pajak tangguhan. 

Manajer dapat memanfaatkan pajak tangguhan untuk  

mengurangi kewajiban pajak perusahaan. 

6 Chrisandy & 

Simbolon (2022) 

yang menyatakan bahwa semakin besar pajak 

tangguhan maka semakin besar penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan. 
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7 Sari & Indrawan 

(2022) 

Intensitas persediaan memiliki keterkaitan dengan 

teori sinyal, di mana investasi perusahaan dalam 

bentuk persediaan akan menjadi sinyal bagi investor 

terkait laba yang diperoleh perusahaan dan dapat 

menyebabkan beban pajak yang harus dibayar 

menjadi lebih rendah. 

8 Dwiyanti & Jati 

(2019) 

Beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat 

berkurang karena tambahan beban persediaan yang 

berdampak pada penurunan laba perusahaan 

 

2.3. Pengembangan Hipotesis  

2.3.1. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak  

Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antar perusahaan yang saling 

berafiliasi (Feinschreiber, 2004). Feinschreiber (2004) menyebutkan bahwa 

transaksi tersebut dapat meliputi penjualan, lisensi, penyewaan, jasa, dan bunga. 

Belianto & Rahayu (2022) menyatakan bahwa perusahaan sering menyalahgunakan 

transfer pricing untuk mengelak dari pengawasan pemerintah dengan 

memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara sehingga perusahaan dapat 

membayar pajak lebih rendah. Perusahaan cenderung untuk memindahkan 

penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dan memindahkan biaya ke 

negara yang memiliki tarif pajak tinggi (Bhat, 2009). Dengan demikian, pajak 

terutang dapat menjadi lebih rendah yang mengindikasikan terjadinya 

penghindaran pajak. 

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana agen cenderung bertindak oportunis 

untuk keuntungan pribadi (Eisenhardt, 1989). Di sisi lain, prinsipal cenderung 

menghindari penghindaran pajak karena menganggapnya dapat menyebabkan  

risiko yang tinggi bagi perusahaan. Manajer sebagai agen dapat membuat keputusan 

terkait penetapan harga transfer kepada pihak afiliasi dengan tujuan untuk 

mengurangi pembayaran pajak kepada negara. Sehingga, semakin besar transfer 

pricing yang dilakukan oleh perusahaan maka dapat berdampak pada tingginya 

tingkat penghindaran pajak. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022) menunjukkan hasil bahwa 

transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan 

multinasional memiliki peluang untuk menyesuaikan harga transaksi antara entitas 

yang terkait di berbagai negara guna mengurangi pembayaran pajak mereka. Hasil 

penelitian Wijaya & Hidayat (2022) juga menunjukkan bahwa transfer pricing 

membantu mengurangi penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

perusahaan mencoba menurunkan tagihan pajak mereka dengan menggunakan 

strategi transfer pricing. Upaya perusahaan untuk menghindari pajak sebanding 

dengan tingkat aktivitas penetapan harga transfernya. Merujuk pada penjelasan 

tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:  

H1 : Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

 

2.3.2. Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak  

OECD (2015) menyebutkan bahwa thin capitalization adalah keadaan di mana 

perusahaan didanai dengan tingkat utang yang lebih tinggi daripada modal. Dari 

segi perpajakan, bunga atas utang dapat digunakan sebagai biaya yang dapat 

dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak perusahaan (Taylor & Richardson, 

2012). Semakin tinggi tingkat thin capitalization maka semakin tinggi tingkat utang 

yang dimiliki perusahaan, begitu pula dengan beban bunga pinjaman yang 

ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar.  

Beban bunga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba dalam 

perhitungan penghasilan kena pajak karena merupakan deductible expense atau 

beban yang dapat dikurangkan menurut aturan perpajakan. Sehingga, semakin besar 

beban bunga berdampak pada semakin kecil laba perusahaan. Hal ini dapat 

menyebabkan menurunnya pajak penghasilan terutang. Blouin et al. (2013) 

menyebutkan bahwa thin capitalization dapat dijadikan strategi pembiayaan 

perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dan mengurangi beban pajak. 

Dalam konteks teori keagenan, agen sering bertindak oportunis demi keuntungan 

pribadinya. Dalam kasus ini, manajer dapat membuat keputusan berdasarkan 
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kepentingan pribadi dengan menggunakan thin capitalization sebagai strategi untuk 

mendanai operasi bisnis perusahaan, dengan lebih mengutamakan utang daripada 

modal. Manajer dapat mengoptimalkan bunga utang sebagai pengurang dalam 

perhitungan laba perusahaan. Oleh karena itu, suatu korporasi dapat menurunkan 

kewajiban pajaknya dengan menggunakan thin capitalization. 

Jumailah (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi thin capitalization berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan karena peningkatan thin 

capitalization akan mengakibatkan peningkatan beban bunga yang harus dibayar 

oleh perusahaan. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan dan 

akhirnya pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Hasil penelitian 

yang sama juga ditemukan pada penelitian Fasita et al. (2022). Dari hasil uji 

hipotesis disebutkan bahwa thin capitalization memiliki pengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Artinya, kenaikan porsi utang pada struktur modal 

menunjukkan kecenderungan perusahaan terlibat pada aktivitas penghindaran 

pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua ditetapkan menjadi: 

H2 : Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

 

2.3.3. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak  

Pajak tangguhan merupakan konsep akuntansi yang mengakui adanya kenaikan 

atau penurunan jumlah pajak terutang di masa depan akibat perbedaan temporer 

(Kieso et al., 2013). Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan metode antara 

akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan dalam mengakui pendapatan dan 

mengalokasikan biaya. Perbedaan ini menimbulkan aset atau liabilitas pajak 

tangguhan yang harus diakui dan dicatat pada laporan keuangan.  

Semakin besar pajak tangguhan maka semakin besar diskresi manajer untuk 

mengalihkan laba tersebut ke periode yang akan datang (Phillips et al., 2001). 

Semakin besar laba yang dialihkan ke periode mendatang maka semakin kecil 

penghasilan kena pajak di periode berjalan. Rendahnya penghasilan kena pajak 
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berdampak pada penurunan pajak terutang yang mengindikasikan terjadinya 

penghindaran pajak. 

Berdasarkan teori keagenan, agen diduga akan bertindak oportunis demi 

keuntungan pribadinya. Dalam hal ini, manajer dapat mengambil keputusan sesuai 

kepentingannya dengan memanfaatkan diskresi yang dimiliki atas pajak tangguhan 

untuk menunda pembebanan pajak ke periode berikutnya. Dengan demikian, pajak 

tangguhan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengurangi pajak terutang. 

Menurut Cahyani & Kiswara (2019) perhitungan pajak perusahan yang 

menggunakan self assessment system memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

menghitung pajak perusahaan mereka sendiri sehingga menimbulkan pajak 

tangguhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar pajak tangguhan 

berdampak pada semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Chrisandy & Simbolon (2022) yang menyatakan bahwa semakin 

besar pajak tangguhan maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:  

H3 : Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

 

2.3.4. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak  

Intensitas persediaan adalah banyaknya kepemilikan perusahaan atas persediaan 

atau besarnya investasi pada persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & 

Lautania, 2016). Persediaan sangat dibutuhkan dalam proses produksi, namun juga 

dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Tingginya intensitas 

persediaan dapat menimbulkan biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya tenaga 

kerja, biaya keamanan gudang, serta biaya peralatan gudang (Stevenson, 2017).  

Teori agensi menyatakan bahwa manajer akan bertindak untuk kepentingannya 

sendiri. Dalam hal ini, manajer diduga akan bertindak oportunis dengan 

memanfaatkan besarnya intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan. Semakin 
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tinggi intensitas persediaan diduga akan menambah biaya yang harus ditanggung 

perusahaan. Tingginya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya yang dapat 

mengurangi laba perusahaan. Jika jumlah laba menurun maka jumlah beban pajak 

juga akan mengalami penurunan sehingga mengindikasikan terjadinya 

penghindaran pajak. 

Dalam penelitian Dwiyanti & Jati (2019) ditemukan bahwa intensitas persediaan 

memicu tindakan penghindaran pajak oleh manajer. Kondisi ini terjadi akibat 

peningkatan biaya yang harus ditanggung perusahaan yang kemudian menurunkan 

laba perusahaan. Sari & Indrawan (2022) menyimpulkan bahwa perusahaan akan 

berusaha meningkatkan persediaan akhir sehingga menimbulkan tambahan beban 

atau biaya-biaya bagi perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya 

beban pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat ditetapkan menjadi: 

H4 : Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

 

2.4. Kerangka Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kerangka 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian. 
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BAB III METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1.  Populasi dan Sampel  

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022 

2. Perusahaan tidak berada pada sektor keuangan, energi, dan infrastruktur 

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 169 Tahun 2015  

3. Perusahaan memiliki Laba Sebelum Pajak positif 

4. Perusahaan menyajikan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 

penelitian 

5. Perusahaan menyajikan Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah 

6. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian 

 

3.2.  Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti 

pemerintah maupun organisasi swasta (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian 

ini, data diperoleh dari laporan tahunan maupun laporan keuangan perusahaan 

periode 2018-2022 yang diakses dari situs resmi perusahaan maupun dari situs 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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3.3.  Operasional Variabel  

3.3.1. Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk 

mengurangi kewajiban perpajakan yang diperbolehkan menurut hukum yang 

berlaku (Hashimzade & Epifantseva, 2018). Current ETR digunakan sebagai proksi 

untuk penghindaran pajak merujuk pada penelitian Hanlon & Heitzman (2010). 

Current ETR adalah jumlah beban pajak kini (pajak terutang) dibandingkan dengan 

laba sebelum pajak. ETR dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ETR =  
Beban Pajak Kini

Laba Sebelum Pajak 
 

Semakin besar current ETR maka semakin besar jumlah pajak terutang yang 

ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin 

besar beban pajak terutang maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak dan 

berlaku pula sebaliknya.   

 

3.3.2. Transfer Pricing  

Hilton & Platt (2017) menggambarkan transfer pricing sebagai harga yang 

ditetapkan ketika satu divisi menjual barang atau jasa kepada divisi lainnya. 

Sementara, Liu et al. (2020) menyatakan transfer pricing sebagai penentuan harga 

untuk transaksi internal dalam perusahaan multinasional, termasuk barang, jasa, 

aset tak berwujud, dan aliran modal. Hal ini sejalan dengan pengertian transfer 

pricing dalam konteks perpajakan oleh Feinschreiber (2004) yang menyebutkan 

bahwa transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antara perusahaan yang 

saling berafiliasi. 

Pengukuran Transfer Pricing menggunakan rasio skor berdasarkan kriteria yang 

digunakan pada penelitian Amidu (2019) yang terdiri dari: 

1. Memiliki anak perusahaan yang berlokasi pada negara tax haven  

2. Bertransaksi dengan anak perusahaan yang berlokasi pada negara tax haven  
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3. Memiliki induk atau anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang berbeda 

selain negara tax haven 

4. Bertransaksi dengan pihak berelasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak 

yang berbeda  

5. Pembayaran royalti terkait dengan aset tak berwujud antara pihak berelasi  

Setiap item selanjutnya mendapatkan skor 1 jika ada dan 0 sebaliknya. Jumlah skor 

perusahaan yang sesuai dengan kriteria selanjutnya dibagi dengan total skor 

maksimal. Rasio skor 1 mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan 

aktivitas transfer pricing yang tinggi. 

 

3.3.3. Thin Capitalization 

Thin capitalization adalah strategi di mana perusahaan lebih mengutamakan 

penggunaan utang daripada modal untuk membiayai operasional bisnisnya  (Blouin 

et al., 2013). OECD (2015) menjelaskan bahwa cara perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan modal mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan 

oleh perusahaan. Dari segi perpajakan, dividen yang dibayarkan kepada stock 

holder bukan merupakan pengurang laba kena pajak perusahaan. Sementara, bunga 

atas utang dapat dijadikan strategi untuk mengurangi perhitungan pajak perusahaan 

(Taylor & Richardson, 2012). DER dirumuskan sebagai berikut: 

DER =  
Utang

Modal 
 

Semakin besar DER maka semakin besar utang digunakan sebagai sumber 

pendanaan perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Oleh karena 

itu semakin besar DER maka semakin tinggi tingkat thin capitalization. 

 

3.3.4. Pajak Tangguhan 

Menurut Kieso et al. (2013) pajak tangguhan adalah kenaikan atau penurunan 

jumlah pajak terutang pada periode mendatang yang disebabkan oleh perbedaan 
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temporer. Perbedaan metode akuntansi dengan aturan perpajakan menyebabkan 

adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Hal tersebut 

menimbulkan beda temporer yang harus diakui sebagai aset atau liabilitas pajak 

tangguhan. Perbedaan temporer berdampak pada jumlah pajak yang harus 

dibayarkan di periode berjalan berbeda dengan jumlah pajak yang seharusnya 

diakui berdasarkan laba akuntansi. 

Penelitian ini menggunakan proksi rasio beban pajak tangguhan untuk mengukur 

pajak tangguhan. Proksi ini digunakan pada penelitian Phillips et al. (2001). Proksi 

yang sama juga digunakan pada penelitian Cahyani & Kiswara (2019), Suciarti et 

al. (2020), dan Gula & Mulyani (2020). Rasio beban pajak tangguhan dinyatakan 

sebagai berikut: 

Rasio Beban Pajak Tangguhan𝑖𝑡 =
Beban Pajak Tangguhan𝑖𝑡

Total Aset𝑖𝑡−1
 

Semakin besar rasio beban pajak tangguhan maka semakin besar beban pajak 

tangguhan perusahaan dan berlaku pula sebaliknya. Nilai negatif pada perhitungan 

rasio beban pajak tangguhan timbul karena pada laporan keuangan tahun yang 

diteliti perusahaan memiliki manfaaat pajak tangguhan. 

 

3.3.5. Intensitas Persediaan 

Intensitas persediaan mencerminkan seberapa besar perusahaan menempatkan 

sumber dayanya pada akumulasi persediaan barang (Putri & Lautania, 2016). 

Rusdiana (2014) menjelaskan bahwa persediaan meliputi semua barang atau 

sumber daya yang disimpan (stok) untuk keperluan dalam proses bisnis perusahaan 

atau organisasi. Selain itu, persediaan merupakan aset yang harus tersedia di 

perusahaan saat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran operasional 

perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan rasio untuk menghitung intensitas persediaan. Dimana 

pengukuran yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Dwiyanti 

& Jati (2019) dan Yulianty et al. (2021) dengan membagi persediaan yang dimiliki 
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dengan total aset perusahaan. Berikut merupakan model untuk mengukur intensitas 

persediaan (Dwiyanti & Jati, 2019; Yulianty et al., 2021): 

Intensitas Persediaan =
Persediaan

Total Aset
 

Perusahaan cenderung memiliki lebih banyak persediaan ketika intensitas 

persediaannya tinggi. Sebaliknya, semakin kecil intensitas persediaan maka 

semakin kecil persediaan perusahaan. 

 

3.4. Metode Analisis Data  

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah metode spesifik yang pada dasarnya digunakan untuk 

menghitung, mendeskripsikan, dan merangkum data penelitian yang dikumpulkan 

secara logis, bermakna, dan efisien (Vetter, 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 

statistik deskriptif dapat dibuat secara numerik dalam bentuk teks, tabel atau grafis. 

Statistik deskriptif umumnya berisi mengenai ukuran tendensi sentral (rata-rata, 

median, atau modus), karakteristik penting lainnya dari sekumpulan data penelitian 

adalah variabilitas atau penyebaran data.  

Cooksey (2020) menerangkan bahwa tujuan dari prosedur dan konsep dasar 

statistik deskriptif adalah untuk memfasilitasi deskripsi dan peringkasan data. 

Deskripsi ini  mengacu pada penggunaan representasi gambar atau grafik dari data 

atau perhitungan indeks atau angka yang dirancang untuk merangkum karakteristik 

spesifik dari suatu variabel atau pengukuran. Prosedur statistik ini dirancang untuk 

mengidentifikasi atau menampilkan pola atau tren spesifik dalam data serta 

intepretasinya. 

 

3.4.2. Penentuan Model Estimasi 

Ada tiga model yang bisa dipakai dalam menganalisis regresi data panel, yakni 

common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model 
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(REM). Pemilihan model yang paling sesuai diputuskan berdasarkan hasil uji 

sebagai berikut: 

a. Uji Chow  

Di antara banyak pengujian yang tersedia, pengujian Chow membantu menentukan 

apakah common effect model (CEM) atau fixed effect model (FEM) yang lebih 

cocok untuk memperkirakan regresi data panel. Hipotesis pengujian ini adalah: 

H0 : common effect model (CEM) 

H1 : fixed effect model (FEM) 

Apabila probabilitas cross-section Chi-square lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model CEM. Namun, 

apabila probabilitas cross-section Chi-square lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak 

dan estimasi regresi data panel menggunakan model FEM.  

  

b. Uji Hausman  

Uji Hausman merupakan uji guna menentukan random effect  model (REM) atau 

fixed effect model (FEM) yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel. 

Hipotesis pengujian ini adalah: 

H0 : random effect model (REM) 

H1 : fixed effect model (FEM) 

Apabila probabilitas cross-section random lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima 

dan estimasi regresi data panel menggunakan model REM. Namun, apabila 

probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05 maka H0  ditolak dan 

estimasi regresi data panel menggunakan model FEM.  
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c. Uji Lagrange Multiplier  

Uji LM merupakan uji guna menentukan common effect model (CEM) atau random 

effect model (REM) yang tepat digunakan untuk estimasi regresi data panel. 

Hipotesis pengujian ini adalah: 

H0 : common effect model (CEM) 

H1 : random effect model (REM) 

Apabila probabilitas cross-section Breusch-Pagan lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima dan estimasi regresi data panel menggunakan model CEM. Namun, 

apabila probabilitas cross-section Breusch-Pagan lebih kecil dari 0,05 maka H0  

ditolak dan estimasi regresi data panel menggunakan model REM.  

 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah error term (residual) dalam 

model regresi terdistribusi normal atau tidak (Gujarati & Porter, 2009). Uji 

normalitas menjadi penting karena salah satu asumsi dalam model regresi linier 

klasik adalah bahwa nilai residual harus terdistribusi secara normal. Kriteria 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansi > 0,05 

maka data terdistribusi normal, dan jika signifikansi < 0,05 maka data tidak 

terdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian asumsi multikolinearitas digunakan dengan tujuan mengetahui jika 

model regresi memiliki korelasi yang tinggi antar variabel independennya (Gujarati 

& Porter, 2009). Regresi tergolong baik jika tidak memiliki korelasi diantara 

variabel independen. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan 

metode pair wise correlation. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen lebih besar dari 0.80 maka diduga terdapat gejala multikolinieritas di 
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dalam model. Namun, apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen 

lebih kecil dari 0.80 maka disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual 

pada satu periode waktu dengan residual pada periode waktu lainnya dalam model 

regresi (Gujarati & Porter, 2009). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, autokorelasi 

sering terjadi dalam data time series dan dapat menyebabkan estimasi parameter 

menjadi tidak efisien. Autokorelasi disebabkan oleh observasi yang dilakukan 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya.  

Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Serial 

Correlation LM Test (Lagrange Multiplier). Uji ini didasarkan pada metode 

Breusch-Godfrey yang menggunakan residual dari model awal sebagai salah satu 

variabel independen. Gujarati & Porter (2009) menyarankan penggunaan lags 

sebesar n/3 hingga n/4 dalam uji autokorelasi Breusch-Godfrey LM Test. Kriteria 

pengambilan keputusan pada uji ini, jika nilai prob. Chi-Square < 0,05, maka terjadi 

autokorelasi. Namun, jika nilai prob. Chi-Square > 0,05 maka tidak terdapat 

masalah autokorelasi. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui varians dari residual dalam model 

regresi bersifat konstan atau tidak (Gujarati & Porter, 2009). Apabila varian pada 

model bersifat konstan, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi dikatakan 

baik jika model tanpa gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varian homogen.  

Deteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan hasil uji white. 

Apabila nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared lebih besar dari 0.05 maka 

data bersifat homoskedastisitas atau tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. 

Namun, apabila nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared lebih kecil dari 0.05 

maka terjadi masalah heteroskedastisitas.  
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3.4.4. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis berupa uji t, uji F serta uji koefisien 

determinasi (R2). Uji hipotesis berdasarkan model regresi sebagai berikut:  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ETR =  β0 + β1TPRi,t + β2DERi,t + β3DTEi,t + β4INVRi,t + εi,t……(I) 

Keterangan: 

Current ETR : Penghindaran pajak 

TPR  : Transfer Pricing 

DER  : Thin Capitalization 

DTE  : Pajak tangguhan 

INVR  : Intensitas persediaan 

 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini dilakukan guna mengetahui besarnya proporsi pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin besar R2 maka semakin kuat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi antara 0 – 1. Jika bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel 

independen dengan dependen, sedangkan jika bernilai 1 berarti terdapat hubungan 

kuat atau sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen. 

 

b. Uji F 

Uji F dilakukan guna mengetahui apakah semua variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi 

yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5%. Kriteria uji F pada penelitian ini 

yaitu jika F hitung kurang dari 5%, maka hipotesis terdukung. Namun, apabila F 

hitung lebih besar dari 5%, maka hipotesis tidak terdukung, yang berarti variabel 

independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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c. Uji t 

Uji t dilakukan guna mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat hasil 

regresi, yaitu membandingkan signifikansi masing-masing variabel independen 

dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria uji t pada penelitian ini yaitu jika nilai 

probabilitas < 5% dan arah koefisiensi sesuai dengan hipotesis model penelitian 

maka diartikan bahwa hipotesis terdukung. Sebaliknya, jika nilai probabilitas > 5% 

dan/atau arah koefisiensi tidak sesuai dengan hipotesis model penelitian maka 

hipotesis tidak terdukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh 

transfer pricing, thin capitalization, pajak tangguhan, dan intensitas persediaan 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian statistik diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Transfer pricing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena motivasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing 

bukan hanya untuk tujuan penghindaran pajak. Motivasi perusahaan 

melakukan  transfer pricing juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar nilai perusahaan 

tetap tinggi dan menarik minat investor. Caranya dengan mengalihkan laba dan 

beban antara perusahaan terafiliasi. Sehingga, semakin agresif perusahaan 

melakukan transfer pricing maka semakin besar laba perusahaan. Dampaknya, 

beban pajak atas laba juga meningkat. 

b. Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena, besarnya beban bunga yang ditimbulkan dari penggunaan 

utang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba. Sesuai 

aturan perpajakan, beban bunga merupakan deductible expense atau beban 

yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan 

demikian, semakin tinggi beban bunga maka semakin rendah laba perusahaan 

yang menyebabkan semakin kecilnya pajak penghasilan terutang. 
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c. Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena, semakin besar pajak tangguhan maka semakin besar 

diskresi yang dimiliki manajer untuk mengalihkan laba perusahaan ke periode 

yang akan datang. Semakin besar laba yang dialihkan ke periode mendatang 

maka semakin kecil penghasilan kena pajak di periode berjalan. Rendahnya 

penghasilan kena pajak berdampak pada penurunan pajak terutang yang 

mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak. 

d. Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena, perusahaan mampu menekan biaya yang muncul akibat 

banyaknya jumlah persediaan yang dimiliki. Ketepatan strategi perusahaan 

dalam mengukur kebutuhan tingkat persediaan dapat meminimalisir biaya 

tambahan terkait persediaan. Dengan demikian, biaya yang ditimbulkan dari 

intensitas persediaan perusahaan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang 

dihasilkan lebih tinggi. Meningkatnya laba perusahaan mengakibatkan beban 

pajak perusahaan juga semakin besar. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi tantangan atau 

hambatan yang dihadapi dalam penelitian. Keterbatasan penelitian tersebut  

diantaranya adalah: 

a. Periode penelitian meliputi kondisi ekstrem dimana terjadi pandemi Covid-19  

dimana pemerintah menerbitkan berbagai insentif PPh dan PPN yang dapat 

dimanfaatkan Wajib Pajak dalam rangka penanggulangan dampak pandemi 

Covid-19 (DJP, 2020, 2021). Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah juga 

melaksanakan program pengungkapan sukarela (PPS). Kedua kondisi di atas 

yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan menekan motivasi Wajib 

Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. 

b. Pada penelitian ini, variabel transfer pricing diukur menggunakan metode 

analisis konten yang bersifat subjektif berdasarkan perspektif peneliti. Adanya 

unsur subjektivitas ini dapat menyebabkan perbedaan penilaian antar satu 
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peneliti dengan peneliti lainnya dalam menginterpretasikan dan mengkodekan 

informasi terkait praktik transfer pricing pada perusahaan sampel.  

c. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena hanya 

melibatkan sampel 98 perusahaan dalam periode 5 tahun, sementara jumlah 

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 

4,2 juta Wajib Pajak berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2022. Jumlah sampel 

yang terbatas ini dapat membatasi kemampuan hasil penelitian untuk 

digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. 

 

5.3. Saran 

a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memilah kondisi khusus yang 

terjadi pada periode penelitian. Misalnya, dengan membedakan kondisi selama 

masa Covid-19 dengan pasca Covid-19. Maupun penelitian pada masa 

diberlakukannya PPS dengan masa setelahnya untuk memberikan rekomendasi 

yang lebih tepat dan sesuai dalam merumuskan strategi atau regulasi dalam 

menghadapi situasi yang serupa di masa depan. 

b. Pengukuran transfer pricing yang ideal menggunakan analisis kesebandingan 

berdasarkan data dokumen penentuan harga transfer yang dilampirkan Wajib 

Pajak pada SPT Tahunan. Hal ini sesuai dengan aturan PMK 172 tahun 2023 

mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi 

yang melibatkan hubungan istimewa. 

c. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perluasan observasi penelitian dengan 

melibatkan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Melalui 

perluasan observasi ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak 

pada Wajib Pajak dengan karakteristik yang berbeda.    

d. Untuk mengeksplorasi lebih dalam mengapa transfer pricing dan intensitas 

persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, peneliti 

selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dapat 
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membantu menjelaskan variabel-variabel yang sulit diukur secara kuantitatif. 

Dengan mengkombinasikan metode kualitatif dengan temuan kuantitatif yang 

ada, penelitian di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

holistik dan mendalam tentang kompleksitas perilaku penghindaran pajak. 
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